
 

 

 
 
 

 

WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 

NOMOR    57  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 

Menimbang :   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kota Ternate Nomor   Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertangungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016;   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3824) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4338); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   



 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140,  Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4578);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006  

Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Darah Kota Ternate Tahun 

2015 Nomor 143); 

11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate 

Tahun 2016 Nomor 153); 

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor     Tahun 2017 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017  Nomor        ); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN       

ANGGARAN 2016.  

 

 

 

 



 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

 

a. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

b. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Daerah .............................. 

Dana Perimbangan ...................................... 

Lain-lain pendapatan yang sah ................... 

 

TOTAL PENDAPATAN .................................. 

 

BELANJA 

 

Belanja Tidak Langsung 

 

a) Belanja Pegawai ................................. 

b) Belanja Bunga.................................... 

c) Belanja Subsidi ................................. 

d) Belanja Hibah .................................... 

e) Belanja Bantuan Sosial ..................... 

f) Belanja Bagi Hasil ............................. 

g) Belanja Bantuan Keuangan ............... 

h) Belanja Tidak Terduga. ...................... 

 

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 

 

Belanja Langsung 

 

a) Belanja Pegawai ................................. 

b) Belanja Barang dan Jasa ................... 

c) Belanja Modal .................................... 

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 

 

TOTAL BELANJA ........................................ 

 

Surplus / (Defisit)........................................ 

 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan................................................. 

Pengeluaran ............................................... 

Pembiayaan Netto ....................................... 

 

 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 

Tahun Berkenaan Silpa/(Sikpa).................. 

 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

 

 

 

 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp

Rp 

 

Rp 

 

 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

 

Rp 

 

 

Rp 

Rp 

Rp 

 

 

 

Rp 

 

 

69.390.176.544,11 

813.366.536.709,00 

1.260,00 

 

882.756.714.513,11 

 

 

 

 

 

424.247.070.531,00 

- 

- 

7.657.790.000,00 

5.116.000.000,00 

- 

813.109.720,00 

5.545.566.500,00 

 

443.379.536.751,00 

 

 

 

75.546.951.019,00 

183.506.226.035,14 

175.138.711.262,08 

434.191.888.316,22 

 

877.571.425.067,22 

 

5.185.289.445,89 

 

 

(1.375.350.645,66) 

9.000.000.000,00 

(10.375.350.645,66) 

 
 

 

(5.190.061.199,77) 

 

 

 

 



 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 

 
Ditetapkan di  Ternate 

     pada tanggal  9 Agustus 2017  
 

             

   

 

 

 
 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal  28 Agustus 2017     

  
 

 
 

 
 
 
 

 

BERITA  DAERAH KOTA TERNATE TAHUN  2017 NOMOR 325 

 


